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Salinan P U T U S A N

Nomor 4744/Pdt.G/2023/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  NIK XXX, lahir  di  Bogor,  tanggal  21 September 1980, umur 33

tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan

SLTP,  tempat  tinggal  di  XXX,  Kabupaten  Bogor,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK XXX, lahir di Tegal, tanggal 29 Agustus 1974, umur 49 tahun,

agama  Islam,  pekerjaan  wiraswasta,  pendidikan  SD,  tempat

tinggal di XXX, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa alat-alat

bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal  15 Agustus 2023

yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Cibinong  dalam  register

perkara  Nomor  4744/Pdt.G/2023/PA.Cbn  tanggal  15  Agustus  2023,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa,  pada  tanggal  16  Agustus  1999,  Penggugat dengan

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa

Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 16 Agustus 1999; 
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2. Bahwa,  selama pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat

bertempat tinggal di rumah/tempat pemberian orang tua Penggugat di XXX,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa,  dalam perkawinan  tersebut  Penggugat  dengan Tergugat  telah

bercampur (ba’da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:XXXX;

Saat ini dalam pengasuhan Penggugat, dirumah orangtua Penggugat;

4. Bahwa,  semula  kehidupan  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai

sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

a. Tergugat sering berkata kasar dan mengintimidasi Penggugat;

b. Tergugat  beberapa  kali  pernah  melakukan  Kekerasan  Dalam

Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan menampar, memukul

dan mendorong Penggugat;

c. Pada  bulan  Oktober  2022  Tergugat  dengan  Penggugat  telah

melakukan  mediasi  tapi  ternyata  setelah  itu  keadaan  tidak  membaik

malah semakin memburuk;

d. Tergugat  sudah  tidak  bisa  diajak  diskusi  dengan  baik  oleh

penggugat;

e. Tergugat sudah  tidak  lagi  perhatian  dan  tidak  peduli  dengan

perasaan Penggugat;

f. Tergugat  masih  mempunyai  dan  menjalin  hubungan  dengan

Wanita Idaman Lain;

g. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat

sejak bulan Februari 2023;

h.  Tergugat  dengan  sadar  telah  menyetujui  dan menandatangani

permohonan talak 3 (tiga) kepada Penggugat;

i. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat terjadi pada 18 Februari 2023 yang mengakibatkan Penggugat

keluar dari rumah atas permintaan Tergugat.

5. Penggugat  dan  Tergugat  pernah  melakukan  mediasi  namun  tidak

menemukan titik terang dan malah memperburuk keadaan;
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6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

terjadi  pada  tanggal  18  Februari  2023  yang  mengakibatkan  Penggugat

keluar dari rumah, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah; 

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir

bathin  dan  Penggugat  tidak  ridho  atas  perlakuan  Tergugat  terhadap

Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan

satu-satunya  jalan  keluar  yang  terbaik  bagi  Penggugat  adalah  bercerai

dengan Tergugat;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  1  (satu)  bain  sughra Tergugat  (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat

lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa  pada  persidangan  yang  telah  ditetapkan,   Penggugat  dan

Tergugat  telah  hadir  sendiri  di  persidangan  ,dan   oleh  Majelis  hakim  telah

diusahakan  perdamaian  akan  tetapi  tidak  berhasil,  selanjutnya  kepada

Penggugat dan Tergugat  telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi

dengan mediator yang telah ditunjuk bernama H. Mumu, S.H., M.H., dan telah

pula  diupayakan  mediasi  sebagaimana  laporan  mediator,  tertanggal   05

September 2023,  akan tetapi   mediasi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan  Tergugat, akan  tetapi

tidak berhasil ;
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Bahwa  persidangan  dilanjutkan  dengan  terlebih  dahulu  membacakan

surat gugatan Penggugat  yang isinya tetap dipertahankan Penggugat  tanpa

adanya perubahan ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya,

meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan sebanyak 2  kali namun

Tergugat tidak hadir oleh karena itu sidang dilanjutkan diluar hadir Tergugat dan

dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan  bukti  surat  fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Cibinong

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX tanggal 16 Agustus 1999,

bukti  surat  tersebut  telah  dinazegelen dan telah  dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa  Penggugat  juga  telah  menghadirkan  2  (dua)  orang  saksi  ke

persidangan,  masing-masing  di  bawah  sumpahnya  telah  memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan:

 Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;

 Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan  harmonis  akan  tetapi  sejak  bulan

Januari 2022 mulai sering terjadi pertengkaran ;

 Bahwa  setahu  saksi  pertengkaran  disebabkan  Tergugat  sering

pulang  ke  Jawa,  baru  belakangan  diketahui  bahwa  Tergugat  telah

menjalin  hubungan  dengan  wanita  idaman  lain  dari  chat Tergugat

dengan wanita lain tersebut; 

 Bahwa setahu saksi  antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah

berpisah rumah lebih dari 6 bulan lalu, Penggugat pulang dari kediaman

bersama

diantar oleh Tergugat;

 Bahwa  pihak  keluarga  pernah  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat

dan Tergugat;
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 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat;

2. Saksi II, menerangkan: 

 Bahwa  hubungan  saksi  dengan  Penggugat  sebagai  tetangga

Penggugat;

 Bahwa  setahu  saksi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun lebih

mulai sering terjadi pertengkaran;

 Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin

hubungan dengan wanita  idaman lain  dan kurang dalam memberikan

nafkah ;

 Bahwa setahu saksi  antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah

berpisah rumah lebih dari 6 bulan lalu sampai sekarang, Penggugat yang

pergi dari kediaman bersama;

 Bahwa  pihak  keluarga  pernah  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  lagi  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat;

Bahwa  Penggugat  telah  memberikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan tidak mengajukan

apapun lagi hanya mohon putusannya saja;

Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang

diajukan  oleh  Penggugat  yang  pernikahannya  dengan  Tergugat  dicatat  di

Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah
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Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan

Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006,

Pengadilan  Agama  Cibinong  secara  absolut  maupun  relatif  berwenang

mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak

yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua

belah  pihak  yang  berperkara  sesuai  ketentuan  Pasal  82  ayat  (1)  dan  (4)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan

atas  Undang-undang  Nomor  7  tahun  tahun  1989  dan  Pasal  131  ayat  (2)

Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Prosedur Pelaksanaan Mediasi  di  Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk

mediator yang bernama  H. Mumu, S.H, M.H, untuk mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat, namun tidak berhasil (gagal);

Menimbang,  bahwa  pokok  gugatan  Penggugat  adalah  gugatan  cerai

dengan dalil-dalil bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan antara

Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2023 berpisah rumah;

       Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah diberikan

waktu untuk menyampaikan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir

di persidangan ;

       Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak

pernah hadir  di  persidangan,  namun karena perkara  ini  perkara  perceraian,

maka Penggugat tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan- alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

       Menimbang,  bahwa  berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH

 Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 
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Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti  surat  P,  Majelis  menilai  telah memenuhi  syarat  formil  dan

materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  165  HIR  juncto Pasal  1870

KUHPerdata,  bukti  P tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 16 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh

karena itu dapat dipertimbangkan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  yang  telah  diajukan  oleh

Penggugat maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan

Januari 2022 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita

idaman lain dan kurang dalam memberikan nafkah;

2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari 6 bulan

lalu sampai sekarang;

3. Bahwa  selama  berpisah  rumah,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing

sebagaimana layaknya suami istri; 

4. Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  berupaya  merukunkan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan  adanya  fakta  hukum  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

sulit  untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi  sekarang, keduanya sudah

tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami isteri;

Menimbang,  bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut  serta  sikap

Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka

Majelis  berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah

pecah  (broken  marriage)  dan  sudah  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun

kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta

kedamaian  sebagai  unsur  yang  fundamental  dalam  sebuah  bahtera  rumah
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tangga  yang  bahagia,  dengan  demikian  tujuan  perkawinan  sebagaimana

dikehendaki  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yaitu

membentuk  rumah  tangga  yang  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan

firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

بيَنْكَمُ             وجََعلََ إليَهْاَ إ لتّسَْكنُوُا أزَْواَجًا كمُْ أنَفُسإ مّنْ لكَمُ خَلقََ أنَْ إهإ ءَاياَت ومَإنْ

ورََحْمَة  مّودَةًّ

Artinya: “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang……”;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: “suami-isteri yang

tidak berdiam serumah lagi,  dan tidak  ada harapan untuk  hidup rukun lagi,

maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Majelis  Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat  telah terbukti

dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 Jo. Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  di  atas  maka

sesuai  dengan Pasal  119 ayat  (2)  huruf  c  Kompilasi  Hukum Islam,  petitum

gugatan Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  lingkup  perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  dan  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari  Tergugat (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Cibinong  pada  hari  Selasa  tanggal  26  September  2023  Masehi

bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan

Drs. H. Dadang Karim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helda Fitriyati,

S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dihadiri  oleh  Penggugat  di  luar  hadirnya

Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Ttd.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.
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Panitera Pengganti,

Ttd.

Helda Fitriyati, S.H.

Perincian biaya:

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 340.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp            10.000,00  

J u m l a h : Rp 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Catatan:

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ...................

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.
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